
Izin Penyelenggaraan Apotek
No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan Izin Apotek oleh Apoteker. b. Salinan/Fotokopi STRA Apoteker Legalisir. c. Surat 

Keterangan Ketenagaan Apoteker yang diterbitkan Dinas Kesehatan Provinsi. d. Salinan Fotokopi KTP 

Apoteker. e. Surat yang menyatakan Status Bangunan. f. Daftar Asisten Apoteker dengan 

mencantumkan nama, alamat,tanggal lulus dan nomor Surat Izin Kerja. g. Asli dan Salinan/Fotokopi 

daftar terperinci alat perlengkapan Apotek. h. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek bahwa 

tidak bekerja tetap pada perusahaan Farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di 

Apotek lain. i. Asli dan Salinan/Fotokopi Surat Izin Atasan (bagi Pemohon Pegawai Negeri,Anggota 

TNI/POLRI dan Pegawai Instansi Pemerintah lain. j. Akte Perjanjian Kerja Sama Apoteker Pengelola 

Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek. k. Surat Pernyataan Pemilik Sarana tidak terlibat pelanggaran 

Peraturan Perundang-undangan di bidang obat. l. Surat Pernyataan PSA dapat bekerja sama dengan 

APA. m. Surat Pernyataan APA dapat bekerja sama dengan PSA. n. Rekomendasi IAL.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
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1. Pemohon mengajukan pengurusan izin ke Petugas Front Office DPMPTSP dan NAKER.

2. Petugas FO DPMPTSP dan NAKER melakukan KSWP ( Konfirmasi Status Wajib Pajak), apabila valid akan 

diberikan Pelayanan kepada Pemohon dan jika tidak valid maka ditolak.

3. Pemohon melengkapi berkas dan menyerahkan ke Petugas Front Office DPMPTSP dan NAKER

4. Petugas FO DPMPTSP dan NAKER melakukan verifikasi kelengkapan berkas-berkas pemohon dan 

memutuskan; a. Jika lengkap diteruskan ke Back Office untuk dilakukan validasi, serta mencetak 

Nomor Pendaftaran atau b. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.

5. Petugas Back Office melakukan verifikasi ulang terhadap Kelengkapan Berkas Perizinan dan 

memutuskan: a. Jika lengkap, berkas persyaratan di scan dan diteruskan ke Ka.UPTD untuk divalidasi, 

atau b. Jika tidak lengkap dikembalikan ke front office.

6. Ka.UPTD memberikan validasi kelengkapan berkas, dan menginstruksikan ke Petugas Back Office 

untuk menyusun jadwal Rapat dan mencetak undangan rapat

7. Petugas Back Office menyusun Jadwal dan mencetak undangan rapat.

8. Petugas Back Office meminta Tandatangan Ka. DPMPTSP dan NAKER, meminta nomor ke Sekretariat 

dan Mengirimkan Surat Undangan ke Tim Teknis.

9. Tim Teknis melakukan rapat. Hasil keputusan rapat ditindaklanjuti dengan melakukan survey 

lapangan, seluruh tim menandatangani hasil keputusan rapat / survey di dalam berita acara

10. Dari hasil rapat/survey diputuskan ; a. Jika izin disetujui maka Ka UPTD memerintahkan Petugas Back 

Office untuk Cetak Surat Izin, atau b. Jika tidak disetujui, maka dikembalikan ke Petugas Front Office 

untuk di informasikan ke Pemohon.

11. Petugas Back Office melakukan Pencetakan Surat Izin Rangkap 3

12. Cetakan Surat Izin diserahkan ke Ka.UPTD untuk dicek ulang: a. Jika benar dan lengkap, Surat Izin 

divalidasi dan diberikan ke Kabid utk divalidasi dan diajukan ke Ka. DPMPTSP dan NAKER b. Jika 

cetakan salah, maka dikembalikan ke Petugas Back Office untuk dicetak ulang.

13. Kepala DPMPTSP dan NAKER berdasar validasi dari Kabid dan Lampiran Kelengkapan Berkas 

Persyaratan Izin memberikan Tanda Tangan pada Surat Izin.

14. Petugas Back Office membawa Surat Izin 3 rangkap ke petugas Front Office

15. Pemohon mendatangi Kantor DPMPTSP dan NAKER dengan membawa Bukti Nomor Pendaftaran. 

Petugas Front Office memeriksa bukti Nomor Pendaftaran dan membawa 3 rangkap Surat Izin yg 

Sudah Ditandatangani Kepala DPMPTSP dan NAKER ke Back Office.

16. Petugas Back Office memberi Nomor Register sesuai jenis perizinan, dan memberi stempel.

17. Petugas Back Office membawa Surat Izin yang sudah teregister. Lbr 1 utk pemohon, lbr 2 utk 

sekretariat, dan lbr 3 untuk arsip perizinan.

18. Petugas Back Office membawa Surat Izin Lembar 1 ke Petugas Front Office.

19. Pemohon membawa Bukti Nomor Pendaftaran ke Petugas Front Office untuk dicek dengan Surat Izin 

Lembar 1 dan Jika sesuai, Surat Izin diberikan ke Pemohon
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Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan
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